PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG LEMBUR DAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas operasional Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dinamis,
efektif dan efisien perlu perubahan Peraturan Dewan Direksi
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 142
Tahun 2024 Tentang Pengaturan Tugas Operasional, Uang Lembur
Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi Dan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Perubahan
Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Pengaturan
Tugas Operasional, Uang Lembur Dan Uang Harian Perjalanan Dinas
Produksi Dan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252),
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6909);
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Menetapkan

5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
262);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang
Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata
Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi
Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi,
Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 911);

8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; 7

9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia;

1. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Nomer 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor
19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia;

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG
PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG LEMBUR DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1l Tugas Operasional TVRI adalah kegiatan produksi dan penyiaran beserta
penunjang lainnya, guna memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan
yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk
kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran
televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Jasa...
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.4 Jasa Penyiaran adalah penyiaran materi acara dalam bentuk program siaran
dan/atau iklan (spot) ke sistem penyiaran televisi analog, digital, dan/atau
videotron;

%l Pelaksana tugas operasional TVRI adalah Pegawai di lingkungan TVRI;

4, Pegawai TVRI terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Apartur
Sipil Negara (Pramubhakti, Tenaga Kebersihan, Satpam dan Pengemudi) serta
Tenaga pendukung operasional dan administrasi (PBPNS dan Tenaga Kontrak
Profesi pendukung operasional) berdasarkan surat Keputusan perjanjian
kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

5. Susunan Tim Kerja yang selanjutnya disebut STK adalah kerabat kerja yang
melaksanakan tugas produksi dan penyiaran;

6. Hari Kerja di lingkungan TVRI adalah hari kegiatan operasional dan/atau layanan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TVRI;

7. Jam kerja di Lingkungan TVRI| adalah waktu bekerja dalam satu hari untuk
melaksanakan kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi TVRI;

8. Uang Makan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang
makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja;

9. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai TVRI
pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja;

10. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai TVRI yang melakukan kerja
lembur berdasarkan surat perintah/surat tugas dari pejabat yang berwenang
setelah melakukan tugas dan fungsi selama 8 jam;

n Uang makan lembur adalah uang makan bagi Pegawai TVRI setelah bekerja
lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan
paling banyak 1 (satu) kali per hari;

12.  Anggaran uang lembur adalah anggaran tersedia dalam akun belanja pegawai;

13. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran dalam
negeri/luar negeri adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil
Negara/Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil/ tenaga pendukung lainnya sesuai
kebutuhan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas produksi dan penyiaran
di dalam negeri/luar negeri;

14.  Tim Khusus STK VVIP adalah Tim Kerja yang melaksanakan tugas Produksi dan
Penyiaran Kepala Negara, Wakil Kepala Negara dan Tamu Negara;

15.  Program spesial adalah program yang dirancang oleh Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia dan/atau program siap siar (canned product) yang
hak siarnya dikuasai oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia,
dan atau program yang dirancang atas permintaan klien atau program hibah dari
pihak ketiga yang sudah disetujui oleh Direktur Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran antara lain
yvang berkaitan dengan perayaan/peringatan hari ulang tahun, hari besar
nasional, keagamaan, kegiatan (event) institusi/lembaga, atau kejadian - kejadian
penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas
dalam berbagai format atau aliran (genre);

16. Program siaran adalah acara yang di siarkan oleh televisi atau media
komunikasi elektronik yang di susun dalam satu urutan tertentu untuk
memberikan edukasi, informasi dan hiburan kepada masyarakat;

17. Podcast adalah konten audio maupun video yang dibuat dalam format digital
yang diupload/streaming melalui internet;

18. Pembawa Acara atau penyiar adalah tenaga bukan Pegawai TVRI yang memiliki
pengalaman dan kompetensi di bidang penyiaran televisi baik dalam
membawakan suatu program atau menjadi pewawancara;

19. Kontributor adalah tenaga perorangan bukan Pegawai TVRI yang menjalankan
tugas jurnalistik untuk kepentingan TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran serta portal
berita TVRI;

20. Tenaga Kreatif adalah tenaga perorangan atau sekelompok orang (tim) yang
bukan Pegawai TVRI dan memiliki pengalaman serta kompetensi dalam
pencapaian output suatu program tertentu;

21. Translator...
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21.  Translator adalah ahli bahasa yang memiliki kemampuan melakukan alih bahasa
asing/bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia dan/ atau alih Bahasa Indonesia
ke dalam bahasa asing/bahasa daerah secara tertulis maupun lisan dalam
program produksi dan penyiaran TVRI;

22. Interpreter adalah ahli bahasa yang memiliki kemampuan melakukan alih bahasa
asing dalam program siaran secara langsung;

23. Juru bahasa isyarat adalah ahli peraga yang memiliki kemampuan
memperagakan Bahasa Indonesia/Bahasa Asing/Bahasa Daerah ke dalam
bahasa peraga secara langsung/live atau rekaman dalam program produksi dan
penyiaran TVRI;

24. Dalam Kota adalah Wilayah Jakarta untuk produksi dan penyiaran kantor pusat
dan untuk stasiun penyiaran disesuaikan dengan kondisi daerah masing - masing;

25. Luar Kota Jakarta adalah Kepulauan Seribu untuk produksi dan penyiaran kantor
pusat dan untuk stasiun penyiaran disesuaikan dengan kondisi daerah masing -
masing;

26. Natura adalah salah satu bentuk kompensasi yang tidak diberikan dalam bentuk
uang tunai, melainkan dalam bentuk barang;

BAB Il
TUGAS OPERASIONAL

Pasal 2
Tugas Operasional TVRI meliputi kegiatan produksi dan penyiaran beserta penunjang
lainnya, guna menjalankan tugas dan fungsi penyiaran kepada masyarakat secara
Lokal, Regional, Nasional dan Internasional terdiri dari:

a. Tugas operasional TVRI Kantor Pusat;

b. Tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A;

c. Tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe B: dan

d. Tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe C.

Tugas operasional TVRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

Kegiatan Perencanaan;

Kegiatan Produksi Dalam Studio/Lingkungan Kantor TVRI;
Kegiatan Produksi Luar Studio;

Kegiatan Pasca Produksi;

Kegiatan Penunjang Produksi dan Penyiaran;

Kegiatan Promosi; dan

Kegiatan Penyiaran Program Siaran.
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Pasal 3

Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a adalah
semua jenis kegiatan yang terkait dengan perencanaan program siaran dan siaran televisi
meliputi:

Pelaksanaan penelitian program siaran;

Pelaksanaan pembuatan pola siaran;

Pelaksanaan pencarian dan pembahasan materi acara siaran;
Pelaksanaan pengadaan dan/atau pembuatan naskah/skenario;
Pelaksanaan penyempurnaan/penerjemahan naskah/skenario;
Pelaksanaan penyusunan desain program/produksi;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan program.

NOM A WN

Pasal 4

Kegiatan Produksi dalam studio/lingkungan kantor TVRI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Ayat (2) huruf b adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan
kegiatan produksi siaran televisi yang dilaksanakan di dalam studio dan/atau
halaman/tempat lain di lingkungan kantor TVRI meliputi:

a. Persiapan produksi:

1) Persiapan materi;
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1) Persiapan materi;

2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi;
3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/casting;

4) Pertemuan produksi (production meeting),

5) Persiapan/setting fasilitas tata artistik;

6) Persiapan ilustrasi musik;

7) Persiapan effect audio visual;

8) Pelaksanaan rekaman suara;

9) Persiapan/setting peralatan teknik.

b. Pelaksanaan produksi:

1) Latihan produksi/rehearsal/gladi bersih;
2) Rekaman/siaran langsung.

c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.

(2) Desain produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diwajibkan untuk acara
kategori liputan berita, olahraga (non instruksional), dan aktual yang mengutamakan
kecepatan waktu, bersifat rutin yang berulang dengan format yang sama.

Pasal 5

(1)  Kegiatan Produksi Luar Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2)
huruf ¢ adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan
produksi siaran televisi;

(2) Kegiatan Produksi Luar Studio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi
lokasi produksi yang pelaksanaan dilakukan di luar studio TVRI yaitu di dalam kota
dan/atau di luar kota;

(3) Kegiatan Produksi Luar Studio di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini;

(4) Penentuan lokasi produksi siaran di luar Studio TVRI dilakukan oleh produser atas
persetujuan :
a. Untuk Kantor Pusat ditentukan oleh Direktur terkait; dan
b. Untuk TVRI Stasiun Penyiaran oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.

(5) Jenis kegiatan produksi luar Studio adalah :

a. Persiapan produksi:
1) Persiapan materi;
2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi:
3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/casting;
4) Survey penentuan lokasi;
5) Pertemuan produksi (production meeting);
6) Persiapan/setting fasilitas tata artistik;
7) Persiapan illustrasi musik;
8) Persiapan effect audio visual;
9) Pelaksanaan rekaman suara;
10) Persiapan/setting peralatan teknik

b. Pelaksanaan produksi :
1) Latihan produksi/rehearsal/gladi bersih;
2) Rekaman/siaran langsung.

c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.

Pasal 6

Kegiatan Pasca Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d adalah
semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan penyelesaian produksi
siaran menjadi siap siar meliputi:
a. Pelaksanaan editing/mixing;
b. Pelaksanaan narasi...
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Pelaksanaan narasi;

Pelaksanaan sulih suara;
Pelaksanaan sub titling;

Pelaksanaan make up montage;
Pembuatan thriller/promo/tune; dan
Pembuatan filler/bridging.
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Pasal 7

Kegiatan Penunjang Produksi dan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat
(2) huruf e adalah semua jenis kegiatan operasional yang dilaksanakan untuk menunjang
terselenggaranya proses kegiatan produksi siaran, baik di dalam studio maupun di luar
studio meliputi:

Penelitian;

Pengurusan aspek-aspek hukum;

Pelaksanaan kehumasan;

Pemeliharaan dan perbaikan peralatan;

Penyediaan fasilitas prasarana teknik dan transmisi;

Pengurusan perijinan;

Penyediaan fasilitas produksi, transportasi dan akomodasi;

Penyusunan Tim Kerabat Kerja produksi dan penyiaran; dan

Penyusunan rencana anggaran produksi dan pertanggungjawabannya.
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Pasal 8

(1) Kegiatan Promosi dan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf f
adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan lembaga, produk, jasa,
dan aset dalam rangka tercapainya peningkatan layanan kepada masyarakat dan
tersebarnya informasi untuk meningkatkan citra TVRI;

(2) Jenis Promosi terdiri dari kegiatan on air, off air, online dan media sosial (social media)
meliputi:

Perencanaan materi;
Pemilihan media;
Pembuatan materi;
Penetapan jadwal;
Pelaksanaan;
Pengembangan; dan
Evaluasi dan pelaporan.
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Pasal 9

Kegiatan Penyiaran Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf g
adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk terselenggaranya penyiaran baik dalam
persiapan, penerimaan, penyaluran program maupun pemancaran siaran meliputi:

a. Penyusunan pola acara siaran;

b. Pembuatan tata urutan mata acara siaran (rundown);

c. Penyusunan dan penyiapan bahan acara siaran;

d. Penilaian kelayakan bahan acara siaran;

e. Penyiapan thriller/promo, filler/bridging, station ID/brand image, spot iklan, dan iklan
layanan masyarakat;

f. Penyiapan teleconference;

g. Pelaksanaan scheduling, ingest, recalling:;

h. Penyiapan dan pengoperasian peralatan teknik;

i. Penyediaan fasilitas kepustakaan bahan penyiaran dan dokumentasi;

j. Pelaksanaan dan monitoring penyiaran; dan

k. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10...




Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan pengaturan tugas operasional produksi dan penyiaran Program
Spesial TVRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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BAB Il

SUSUNAN TIM KERJA (STK)
Pasal 1

Kegiatan tugas operasional yang dilaksanakan oleh Susunan Tim Kerja (STK) dilakukan

berdasarkan Surat Perintah Operasional (SPO) kecuali untuk penugasan yang bersifat

mendadak/darurat, SPO dapat diterbitkan kemudian.

Penugasan STK diatur dengan jadwal dinas dengan memperhatikan bahwa setiap

petugas tetap memperoleh hak libur 1 (satu) hari dalam seminggu;

Jumlah STK tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Il dan

Ill Peraturan ini

SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Direktorat Program dan Berita oleh Direktur Program dan Berita;

b. Direktorat Teknik oleh Direktur Teknik;

c. Direktorat Pengembangan dan Usaha oleh Direktur Pengembangan dan Usaha; dan
Stasiun Penyiaran oleh Kepala Stasiun.

Jumlah STK TVRI Pusat diatur dalam Lampiran Il dan Stasiun Penyiaran diatur dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam hal terbatasnya anggaran Jumlah STK TVRI Pusat dapat diatur kembali oleh

Direktur Terkait dan Stasiun Penyiaran oleh Kepala Stasiun dengan tetap

memperhatikan kwalitas produksi dan penyiaran

Jumlah STK untuk layanan Podcast baik di TVRI Pusat maupun Stasiun Penyiaran

paling banyak 4 (empat) orang

Kegiatan produksi program bersifat Program Spesial (special event) yang di

laksanakan di luar jabodetabek (antar provinsi), diberlakukan Perjalanan Dinas dengan

besaran uang harian sesuai peraturan ini.

BAB IV
OPERASIONAL SIARAN

Pasal 12

TVRI Pusat melakukan operasional siaran untuk setiap kanal siaran selama 24 Jam.
TVRI Stasiun Penyiaran melaksanakan operasional siaran 8 jam setiap hari, dan
selebihnya merupakan kebijakan kepala stasiun sepanjang tidak mengakibatkan lembur
atau tambahan anggaran.

Operasional siaran untuk petugas transmisi paling banyak 4 (empat) orang.

TVRI Stasiun Penyiaran wajib relay berita TVRI KLIK (Pagi, Siang, Petang dan Malam)
dan Breaking News dan/atau berdasarkan surat pemberitahuan resmi dari Direktur
yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan siaran.

Lembaga Penyiaran Publik TVRI adalah Lembaga Publik dan wajib melaksanakan tugas
pelayanan operasional kepada masyarakat termasuk pada hari libur.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN
Pasal 13

Alokasi anggaran TVRI diprioritaskan untuk melaksanakan Agenda Prioritas Nasional
dibidang penyiaran publik dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan
perundang-undangan.

(2) Alokasi anggaran...
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Alokasi anggaran TVRI berbasis pada output dan outcome untuk mendukung program
Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Alokasi anggaran TVRI ditujukan untuk melakukan program tematik kinerja dengan
meningkatkan volume dan kualitas output dan outcome TVRI.

Alokasi anggaran stasiun penyiaran untuk operasional penyiaran selama 8 jam setiap
hari dan selebihnya merupakan kebijakan kepala stasiun sepanjang tidak
mengakibatkan lembur atau tambahan anggaran.

BAB VI
PEGAWAI, HARI, JAM DAN WAKTU KERJA

Bagian Pertama
Pegawai

Pasal 14

Pegawai TVRI terdiri dari:

a. Pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK);

B Pengawai Non ASN vaitu (Pramubhakti, Tenaga Kebersihan, Satpam dan
Pengemudi); dan

c Tenaga pendukung operasional dan administrasi yaitu (PBPNS dan Tenaga
Kontrak Profesi pendukung operasional)

Penyetaraan Golongan Pegawai PBPNS setara dengan golongan PNS sebagaimana

tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Bagian Kedua
Hari, Jam dan Waktu Kerja
Pasal 15

Hari kerja pelaksanaan tugas operasional TVRI dilakukan diatur sebagai berikut :
a. Hari Kerja umum adalah Senin sampai Jumat
(1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07:30 - 16:00 WIB

Waktu istirahat :Jam 12:00 - 12:30 WIB
(2) Hari Jumat :Jam 07:30 - 16:30 WIB
Waktu istirahat :Jam 12:00 - 13:00 WIB

b. Hari Kerja Operasional adalah Senin sampai Minggu

Jam kerja pada hari kerja operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b

diatur sebagai berikut :

a. Jam Kerja Operasional Penyiaran TVRI Nasional terbagi dalam shift sebagai berikut:
D Shift1 : 00.00 s.d 08.00 WIB

2) Shift 2 : 08.00 s.d 16.00 WIB
23 Shift 3 : 16.00 s.d 24.00 WIB
4) Shift 4 : 11.00 s.d 19.00 WIB

b. Jam Kerja Operasional Stasiun Penyiaran sebagai berikut:
1)  Shift1 : 00.00 s.d 08.00 waktu setempat
2) Shift 2 : 08.00 s.d 16.00 waktu setempat
3) Shift3 : 16.00 s.d 24.00 waktu setempat

4) Shift4 WIB : 10.00 s.d 18.00 WIB
5) Shift 4 WITA : 11.00 s.d 19.00 WITA
6) Shift 4 WIT : 12.00 s.d 20.00 WIT
c. Jam Kerja Studio Alam...
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c. Jam Kerja Studio Alam

1) Shift1 :07.00 s.d 15.00 WIB

2) Shift 2 : 08.00 s.d 16.00 WIB (Senin-Jum’at)
3) Shift 3 :1.00 s.d 19.00 WIB

4) shift 4 :16.00 s.d 24.00 WIB

(3) Waktu kerja Umum TVRI adalah 8 jam per hari atau 40 jam perminggu sudah termasuk
istirahat untuk 5 (lima) hari kerja atau 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

(4) Waktu kerja operasional TVRI paling banyak 31 (tiga puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu)
bulan.

BAB VII

Hak Libur
Pasal 16

(1)  Hak libur diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional tidak harus
pada hari sabtu atau minggu, tetapi dapat diberikan pada hari lain.

(2) Hak libur pegawai Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diberikan
oleh TVRI.

(3) Surat Penggunaan hak libur pegawai yang melaksanakan tugas operasional
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk TVRI Pusat di terbitkan oleh Direktur
Program dan Berita, Direktur Teknik dan Direktur Pengembangan Usaha serta
disampaikan ke Direktur Keuangan dan Direktur Umum, sedangkan untuk Stasiun
Penyiaran dikeluarkan oleh Kepala Stasiun Penyiaran.

BAB VI
UANG MAKAN, UANG LEMBUR PRODUKSI DAN PENYIARAN
DAN UANG MAKAN LEMBUR PRODUKSI DAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Uang Makan

Pasal 17

(1) Uang makan diberikan kepada pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS);

(2) Uang makan diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) per hari
sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
standar biaya masukan;

(3) Uang makan diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional dan
melakukan absensi e-layanan kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja sebagaimana
dimaksud pada pasal 15.

Pasal 18

(1) Uang makan tidak diberikan kepada pegawai;

Tidak hadir kerja dan atau tidak melakukan absensi e-layanan kehadiran dan

kepulangan;

Sedang melaksanakan perjalanan dinas;

Melaksanakan tugas lembur pada hari raya keagamaan;

Sedang melaksanakan cuti;

Sedang melaksanakan tugas belajar; dan / atau

diperbantukan atau dipekerjakan di luar LPP TVRI

(2) Perjaianan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan
dinas yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
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e. Sedang melaksanakan tugas belajar; dan / atau

f. diperbantukan atau dipekerjakan di luar LPP TVRI

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan
dinas yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 19

Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan setiap bulan yang
pembayaran dilaksanakan pada awal bulan berikutnya;

Khusus uang makan bulan Desember sebagian atau seluruhnya dapat dibayarkan pada
bulan Desember tahun berjalan mengikuti ketentuan pedoman pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran negara sesuai langkah-langkah dalam menghadapi akhir
tahun;

Besaran dan Tata cara pembayaran uang makan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);

Uang makan dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional paling
banyak 31 (tiga puluh satu) hari dan pegawai yang bekerja pada jam kerja umum paling
banyak 22 (dua puluh dua) hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;

Uang makan dibayarkan lebih dari 22 hari untuk bagi pegawai yang melaksanakan
tugas operasional dengan melampirkan surat tugas operasional.

Bagian Kedua
Uang Lembur Produksi dan Penyiaran

Pasal 20

Uang lembur produksi dan penyiaran dibayarkan berdasarkan surat perintah/surat

tugas dari Direktur yang terkait dengan produksi dan penyiaran atau pejabat yang

berwenang/kepala stasiun penyiaran dibuktikan dengan daftar kehadiran atau absensi

e layanan serta foto yang dilengkapi dengan koordinat (geotagging) dan laporan

pelaksanaan tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak

dibidang produksi dan penyiaran;

Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan bagi pegawai yang

melaksanakan tugas operasional kedinasan yang mendesak meliputi :

a. Hari Raya keagamaan besar yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, Nyepi dan
Waisak (tidak termasuk cuti bersama):;

b. Program Kerja sama Produksi yang menghasilkan PNBP paling sedikit 10.000.000
(Sepuluh juta rupiah) per paket termasuk PPN untuk stasiun penyiaran; dan

c. Program kepublikan yang menghadirkan Presiden/Wakil
Presiden/Menteri/Setingkat Menteri/Gubernur/Publik Figure untuk stasiun
penyiaran.

Uang lembur produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dapat dibayarkan
uang lembur terhitung pada saat melaksanakan tugas;

Uang lembur produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan ¢ dapat
dibayarkan terhitung setelah 8 (delapan) jam melaksanakan tugas;

Uang lembur produksi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibayarkan
dalam 1 (satu) hari pada hari kerja biasa paling banyak diberikan 2 (dua) jam kerja dan
pada hari keagamaan paling banyak 3 (tiga) jam kerja;

Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a uang lembur diberikan 2
(dua) kali lipat;

Tata cara pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil
(PBPNS), Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara.

Pasal 21...
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Pasal 21

Besaran uang lembur bagi PNS/PPPK/PBPNS untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran

diatur sebagai berikut :

a. Pegawai golongan | dibayar sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu
rupiah)/orang/jam (OJ);

b. Pegawai golongan |l dibayar sebesar Rp 24000 (dua puluh empat ribu
rupiah)/orang/jam (OJ);

c. Pegawai golongan |l dibayar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)/orang/jam
e

d. Pegawai golongan IV dibayar sebesar Rp 36.000 (tiga puluh enam ribu
rupiah)/orang/jam (QJ).

Perhitungan Uang Lembur bagi Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS)

mengacu kepada Penyetaraan Golongan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS)

dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir pada Lampiran IV dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Uang lembur bulan berjalan dibayarkan pada awal bulan berikutnya, kecuali bulan
Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan mengikuti ketentuan
pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai langkah-langkah
dalam menghadapi akhir tahun;

Uang lembur di ajukan permohonan pembayaran paling lambat 1 bulan setelah
pelaksanaan kerja lembur, apabila melewati batas maksimal maka tidak dapat di
ajukan/dibayarkan;

Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan yang tercantum dalam akun
belanja pegawai.

Bagian Ketiga
Uang Makan Lembur Produksi dan Penyiaran

Pasal 22

Uang Makan Lembur diberikan pada hari kerja biasa setelah bekerja lembur paling
kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut;

Besaran uang makan lembur PNS/PPPK/PBPNS yang melakukan tugas operasional

untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran diatur sebagai berikut :

a. Pegawai golongan | dan |l dibayar sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu
rupiah)/orang/hari (OH);

b. Pegawai golongan lll dibayar sebesar Rp 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)/
orang/hari (OH); dan

c. Pegawai golongan IV dibayar sebesar Rp 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah)/
orang/hari (OH).

Besaran uang makan lembur dibayarkan dalam bentuk uang dan atau natura dengan
mengutamakan kelancaran kegiatan produksi dan penyiaran;

BAB IX

KONSUMSI PENYELENGGARAAN PRODUKSI DAN PENYIARAN
KONSUMSI PRODUKSI DAN PENYIARAN TIM KERJA KANTOR PUSAT

Pasal 23

Konsumsi Produksi dan Penyiaran Tim Kerja Kantor Pusat:

M
(2)
(3

Konsumsi di berikan dalam bentuk natura
Konsumsi diberikan untuk tim kerja operasional di studio pada shift 1 dan shift 3 /
Konsumsi diberikan untuk tim kerja produksi luar studio, luar kantor dalam kota dan
wilayaha Jabodetabek selama tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.

(4) Konsumsi...
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(4) Konsumsi di berikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 8 (Delapan) Jam Kerja,
(5) Pemberian Konsumsi sesuai Pagu Anggaran yang tersedia dan harga satuan sebesar
Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 24
Konsumsi Narasumber/Pengisi Acara Kantor Pusat

(1)  Konsumsi di berikan dalam bentuk natura

(2) Konsumsi asisten atau pendamping pengisi acara/narasumber paling banyak 3 (tiga)
kotak

(3) Pemberian konsumsi sesuai pagu yang tersedia dan harga satuan per kotak sebesar
Rp. 30.000 (dua puluh ribu rupiah)

Pasal 25
Konsumsi Produksi Tamu VIP

(1  Konsumsi diberikan dalam bentuk natura

(2) Konsumsi berupa snak/kudapan

(3) Pemberian konsumsi sesuai pagu yang tersedia dan harga satuan peket paling banyak
sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan

Pasal 26
Konsumsi TVRI Stasiun Penyiaran

(1)  Konsumsi hanya diberikan untuk Narasumber/Pengisi Acara pada bulan ramadhan
dan program spesial

(2) Konsumsi diberikan dalam bentuk natura

(3) Pemberian Konsumsi sesuai pagu anggaran yang tersedia dan harga satuan sebesar
Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

BAB VIIIA

KONSUMSI| PENYELENGGARAAN PRODUKSI DAN PENYIARAN
KONSUMSI PRODUKSI DAN PENYIARAN TIM KERJA KANTOR PUSAT

1. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B,
Pasal 22C dan 22D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN BIAYA PENGINAPAN

Bagian Pertama
Uang Harian Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Dalam Kota, Luar Kota Dalam Provinsi
dan Luar Kota Antar Provinsi

Pasal 27

Q) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi TVRI Pusat diatur sebagai
berikut:

a. Uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran dalam kota dan wilayah
jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) tidak dibayar, tetapi
dibayarkan uang makan dan diberikan konsumsi/makan(natura);

b. Uang Harian...
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b. Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan Penyiaran Luar Kota dibayarkan
orang/hari (OH) sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dengan uraian 3
(tiga) komponen (uang saku, uang makan dan transport lokal untuk mobilitas
kegiatan) dibuktikan dengan dilengkapi Foto Dokumentasi dengan
menyertakan Geotagging (pemindaian posisi berdasarkan koordinat)
pelaksanaan peralanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat
kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (di lakukan setiap hari).
pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada tanggal tiba di
tempat kedudukan semula sesuai dengan jumiah hari produksi dan penyiaran
sesuai form e-sppd pada e-layanan dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta
mengupload surat tugas di e-layanan;

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi Tim Khusus VVIP yang melebihi 8
(delapan) jam/hari dibayarkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
Jorang/hari (OH).

d. Tim khusus VVIP sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ di tetapkan oleh Direktur
Program dan Berita; dan

Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan Penyiaran sebagaimana dimaksud huruf

a, dapat dibayarkan untuk program spesial.

Uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran dalam kota untuk Stasiun

Penyiaran tidak dibayarkan, luar kota dalam provinsi dan luar kota antar provinsi

untuk Stasiun Penyiaran dibayarkan orang/hari (OH) dengan dilengkapi foto

dokumentasi dengan menyertakan geotagging (pemindaian posisi berdasarkan
koordinat) pelaksanaan Perjalanan Dinas pada tanggal keberangkatan di tempat
kedudukan. Pada tanggal tiba di tempat tujunan (di lakukan setiap hari), pada
tanggal kepulangan di tempat dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula

sesuai dengan jumlah hari produksi dan penyiaran melalui form e-sppd pada e-

layanan dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta mengupload surat tugas di e-

layanan;

Besaran uang harian perjalanan dinas produksi untuk Stasiun Penyiaran sebagaimana

dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan Penyiaran Luar Negeri

Pasal 28

Uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran luar negeri dibayar sesuai
Standar Biaya Masukan (SBM).

Perjalanan dinas produksi dan penyiaran luar negeri ditetapkan berdasarkan surat
tugas dari Direktur Utama/pejabat yang berwenang/kepala satuan kerja.

Pelaksanaan Perjalanan dinas dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan untuk
perjalanan terpenuhi (visa, ljin Perjalanan dari sekretariat negara).

Perjalanan dinas produksi dan penyiaran luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Biaya Penginapan

Pasal 29

Biaya penginapan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas produksi dan
penyiaran untuk TVRI Pusat dibayarkan orang/hari (OH) dengan lumpsum paling
banyak 30% sesuai tarif Standar Biaya Masukan (SBM) daerah tujuan satuan biaya
standar Pejabat Eselon IV, golongan lll, Il dan [;

(2) Dalam hal...
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Dalam hal biaya penginapan menggunakan biaya at cost atau tidak lumpsum

disesuaikan dengan tarif sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) daerah tujuan satuan

biaya standar Pejabat Eselon IV, golongan lll, Il dan | dengan ketentuan:

a. 1(satu) kamar untuk 2 (dua) orang, apabila jumlah ganjil dan atau ada beda
jenis kelamin, dapat menggunakan tambahan 1 (satu) kamar; dan

b. Kwitansi, Invoice, billing pertanggungjawaban dapat terukur kebenarannya
(tidak tulis tangan);

Besaran biaya penginapan untuk Stasiun Penyiaran bagi pegawai yang melakukan

perjalan dinas produksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

BAB Xl

UANG HARIAN LIVE CROSS DAN
TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Pertama
Uang Harian Live Cross

Pasal 30

Satuan biaya uang harian live cross produksi dan penyiaran untuk TVRI Pusat diatur
sebagai berikut:

a. Uang Harian live cross produksi dan penyiaran dalam kota Jakarta dan wilayah
Botabek (Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi) tidak di bayarkan, tetapi
dibayarkan uang makan dan diberikan konsumsi/makan(natura) dengan tetap
mengisi presensi masuk dan presensi pulang pada aplikasi e layanan;

b Uang harian Live cross produksi dan penyiaran di kepulauan seribu dibayar
sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/hari (OH) dengan dilengkapi
foto dokumentasi dengan menyertakan geotagging (pemindaian POSsisi
berdasarkan koordinat) pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal
keberangkatan di tempat Kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan
(dilakukan per hari), pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada
tanggal tiba di tempat kedudukan semula;

Pegawai yang melaksanakan kegiatan live cross produksi dan penyiaran dalam kota
untuk stasiun penyiaran tidak diberikan uang harian live cross, kecuali untuk penyiar
kontrak yang diatur dengan Keputusan Kepala Stasiun Penyiaran.

Bagian Kedua
Uang Harian Tanggap Darurat Bencana

Pasal 31

Dalam keadaan tanggap darurat bencana maka TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran dapat
membentuk tim kerja untuk melakukan kegiatan operasional berupa studio darurat
berdasarkan surat tugas dari Direktur Utama/Direktur terkait, dan dalam keadaan tertentu
untuk Stasiun Penyiaran, Kepala Stasiun Penyiaran dapat mengeluarkan surat tugas yang
ditembuskan kepada Dewan Direksi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melakukan kegiatan operasional
mendapatkan uang harian tanggap darurat bencana sebesar Rp 150.000.- (seratus lima
puluh ribu rupiah)/per orang/per hari dilengkapi dengan bukti e absensi dengan
dilengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan geotagging (pemindaian
posisi berdasarkan koordinat) pelaksanaan perialanan dinas pada tanggal
keberangkatan di tempat kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan
(dilakukan setiap hari), pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada
tanggal tiba di tempat kedudukan semula koordinat dan laporan pelaksanaan tugas.

Masa waktu keadaan tanggap darurat bencana berdasarkan Surat Keputusan Presiden/
Kepala Daerah setempat (Provinsi, Kabupaten/Kota).

BAB XII...
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